
MERANGIN
n JUTUV>,I1 PENDAPATAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG

DAN BELANJA DAERAH

PERATURAN BUPATI IVIP.""""

NOMOR9TAHUN

BUPATI
PROVINSI

MeniI:nbang a. bahwa sehubungan pergeseran anggaran

pendapatan dan rangka pemenuhan

kebutuhan dan
pendapatan

asli daerah, pergeseran objek dalam jenis

yang sarna, pergeseran
yang sarna, pergeseran
rincian objek yang .sarna atau pergeseran
atas uraian dari sub

pergeseran Anggaran
pada Anggaran a Daerah Tahun
Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan di maksud
Peraturan Bupati

Penjabaran Anggaran
Anggaran2024.

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6)
IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang 1956 tentang
Kabupaten dalarn
Tengah (Lembaran



Indonesia Nomor4286);
5. Undang-Undang Nomor 2004 tentang

Perbendaharaan = (Lemb an Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor ,Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonest Nomor 355);

6. Undang-Undang Nomo1 23 ahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lemb an Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 ,omor 2 ,Tambahan Lembaran
Negara Republik rndonrSia No or 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali te akhir dengan Undang­
UndangNomor6 tahun j023 ten g Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti 1ndang-U dang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta K rja (Le aran Negara RepubJik
Indonesia Tahun 2023 Nomor ,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tab n 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubJ dengan ndeng-Undang Nomor

7 Tabun 1965 tentang Jembentu Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangko danjl erah Ti at IITanjung Jabung

[lembaran Negara Republ k Indon ia Tabun 1965 Nomor

50, Tambahan Lemb Neg Republik Indonesia
Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 un 1999 tentang

Pembentukan Kabupate Sarolan n, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi an Kab paten Tanjung Jabung

Timur (LembaranNegara IRepublikIndonesia Tabun 1999
Nomor 182, Tambah, Lemb an Negara Republik

Indonesia Nomor3903) Sjbagaim a telah diubah dengan
Undang-UndangNomor 1 Tahun 000 tentang Perubaban
Atas Undang-Undang N mor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupate Sarol gun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kab paten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lemb an Negara Republik
Indonesia Nomor3969);

4. Undang-Undang Nomor 1
Negara (LembaranNegar Republi Indonesia Tahun 2003

Lemb an Negara Republik
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Negara Republik IndeneSij Nemer

7. Peraturan Pemerintah Nemor 71 2010 tentang

Standar Akuntansi pe~erintah (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahuh 2010 omor 123, Tambahan

Lernbaran Negara Republi~ lndones a Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nbmor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan ~ngawas Penyelenggaraan
Pernerintahan Daerah J [lembar Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 omor 73 Tambahan Lembaran

NegaraRepublik lndenesiJ Nemor 041);

9. Peraturan Menteri DaIad Negeri ornor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan ~oduk ukum Daerah (Berita

Negara Republik Indone~ia Tah 2014 Nomor 2036~

sebagaimana telah diub~ deng Peraturan Menten

Dalam NegeriNomor 120 rahUn 2 18 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri DaIam N geri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukdn Produ Hukum Daerah (Berita

NegaraRepublik Indonesi1 Tahun 019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri DaIJ Negeri omor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman pengel&laan Ke angan Daerah (Berita
NegaraRepublik Indonesi~Tahun 020 Nomor 1781);

11.Peraturan Menteri DalJ Negeri Nomor 9 Tahun 2021

tentang Tata Cara EvaluJsi Ranc gan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan I ~aerah Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dr Bel 'a Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentan Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Bel~ja Dae ah, Dan Rancangan
Peraturan Kepala Dae~ Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan OJ Belanj Daerah (Serita Negara
Republik Indonesia Taliun 202 Nomor431);

12, Peraturan Menteri Dal1 Negeri omor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan An aran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggar 2023 (Serita Negara
RepublikIndonesiaTahu 2022 N or 972);
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PasruI
Beberapa ketentuan dalJrn
Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ahun Anggaran 2024
(Serita Daerah Kabupaten Meran' Tahun 2023 Nomor
33). diubah sebagai beriku~:

\

13. Pemturan Daerah Nom r 10 I ahun 2016 tentang

Pembentukan dan susun~ Peran kat Daerah (Leinbaran

Daerah Kabupaten Meran~n Tahu 2016 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabuphten Me gin Nomor 3 Tahun

2022 tentang pengelolaJ Keuan an Daerah (Lembaran

Daerah Kabupalen MeranJin Tahu 2022 Nomor3);

15. Peraturan Daerah Kabupkten Me gin Nomor 3 Tahun
I2022 tentang Anggaran Pendapa dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2023i(Lembar Daerah Kabupaten

Merangin Tahun 2023 Nomor3);
16. Peraturan Daerah Kabu+ten Me gin Nomor 1 Tahun

2024 tentang Pajak Daerah an Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah KabJpaten erangin Tahun 2024
Nomor 1) ,.

17. Peraturan Bupati MeranJ Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran pdndapa dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran2024 (Be~taDaer Kabupaten Merangin
Tahun 2023 Nomor33) S1bagaim a telah diubah dengan
Peraturan Bupati Meran~ Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Supa Merangin Nomor 33
Tahun 2023 Tentang p+jabaran Anggaran Pendapatan
Dan Selanja Daerah Tahun Angg 2024 (Serita Daerah

Kabupaten MeranginTaht 2023 omor 7);

MEMUTUSf:
PERATURANSUPATIMERANGIN ENTANGPERUSAHAN
KEDUAATASPERATU~ SUPATIMERANGINNOMOR33
TAHUN 2023 TENTAN PEN ABARAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN SELAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN2024.

+

Menetapkan



Gedung/Ruang
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Prasarana dan Utilitas PAUD
In) Pembangunan Gedrg/RU gKelas/Ruang Guru

Nonformal/Kesetaraan;dan

0) Rehabilitasi S1dang/Be at
I

Kelas/RuangGuru PAUD,

2. Din~S Scsial, Pet"'roaya Perempuan dan
Perhndungan Anak pada su kegiatan Penyediaan
Layanan Pengaduan\ Masyar t bagi Perempuan
KorbanKekerasanKernangan Kabupaten/Kota;

1. Di ~tara Pasal 2 dan ~as.al 3 d sisipkan 1 (satu) Pasal
yakm Pasal 2Ayang berbunyi se agai berikut :

paSl2A
Satuan Kerja PerangkJt Daer yang rnelakukan

pergeseran anggaran.yang ldengan incian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan kebUday pada Sub Kegiatan

a) Pernbangunan Ruan~Guru! epala Sekolah!TU ;

b) Pernbangunan perpJstakaan ekolah;

c) Rehabilitasi Sedang}Berat Pe ustakaan Sekolah;
I

d) Pengadaan MebelSekolah;

e) Pernbangunan Labo~atOriurn ekolah Dasar;
In Pernbangunan Ruang Kelas
I

g) Rehabilitasi Sedang/Berat S

Utilitas Sekolah;

h) Rehabilitasi Sedang(Berat R ang Kelas Sekolah;

i) Pernbangunan LabOratOriurn,

j) Pernbangunan saria, Pras ana dan Utilitas PAUD;

k) Pernbangunan Ruang Kelas aru;

I) PengadaanAlat~ dan raga SiswaPAUD;

m)Rehabilitasi Sedang~BeratP mbangunan Sarana,



3. Dinas Pengendalian Penduduk an Keluarga Bcrcncana

pada sub kegiatan i

a) Integrasi Pembangunan Lint s Sektor di Kampung

KB; I
b) Pcningkatan Kesertaan Penggunaan Metode

KontrasepsiJangka ranjang MKJP)i .
c) Promosi dan KIE Program B gga Kencana MelalUi

MediaMassa Cetak Idan Ele onik serta Media Luar

Ruang;

dl DukunganOperasio at Pelay an KB Bergerak; dan
el Penggerakan Kader Institus Masyarakat Pedesaan

liMP).
4. Dinas tanarnan pangan dan oltikultura pergeseran

anggaranpada sub;
a) Pembangunan, Reh bilitasi an Pemeliharaan Jalan

UsahaTani;

b) Pembangunan, Reh bilitasi fan Pemeliharaan Balai
Penyuluh di Kecarnaan serta Sarana
Pendukungnya;

c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana PertaniaJ Lainny

I
d) Rehabilitasi dan ,pemelih aan Jaringan lrigasi

Usaha Tani;
e) Peningkatan Kapasitas Keembagaan Penyuluhan

Pertanian di Kecarnktandan esa;
ij Penyediaan dan Pe~anfaata Sarana dan Prasarana

Penyuluhan Pertanian:
g) Pembentukan dan Penyelen araan Sekolah Lapang

KelompokTani TinJkat Kablfaten/Kota;
h) Penyediaan dan Pj1eningkatk Kapasitas Penyuluh

Pertanian; dan
i) Penguatan Kelembagaan P nyuluhan Pertanian di

TingkatKabupatenl
5. Badan Pengelolaan reuang dan Aset pada sub

kegiatan :

,) Penyedioan Gajl di Tunjangan ASN;



~H KABUPATENMERANG\N

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 2024

Pasal3

Uraian lebih lanjut perubahL angg an pendapatan dan

belanja daerah sebagaimana di~aksud d am pasal 2 dan pasal
2A tercantum dalam Lampirad yang erupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari PeraturJ Bupati ni.

pasL II

Peraturan Bupati ini mulai ber,L pada tanggal diundangkan.

A · t. . tahkgar setiap orang mengetahui ya, memenn an
pengundangan Peraturan BUP~tideng penempatannya dalarn
Berita Daerah Kabupaten MerJgin.

2. Ketentuan Pasal 3 diuba, sehin a berbunyi sebagai
berikut:

b) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan

Keuangan; I
c) Pengelolaan Dana bagi Hasil abupaten/Kota;

d) Penyediaan Bahan tbgiStik K tor;

e) Penyediaan Jasa Pc I elihara n, Biaya Pemcliharaan,

dan Pajak Kend aan Pe orangan Dinas atau

Kendaraan Dinas Ja atan;

~ Pelaksanaan Pena dan

Pengujian/Verifikasi Keuang SKPD;dan
g) Koordinasi dan Penyusun n Peraturan Dacrah

tentang Perubahan APBD an Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran P rubahan APBD.
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